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ABSTRAK 

 

Sanjaya, Danil. (16043006/2016). Pengaruh (PAD), Kekayaan Daerah, dan 

SILPA Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Se-

Indonesia Periode 2015-2019. 

 

Pembimbing : Herlina Helmy, SE, Ak.,M.S.Ak., CA 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, Kekayaan Daerah 

dan SILPA terhadap Belanja Modal, dan menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi 

Memoderasi pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja 

Modal. Populasi dalam penelitian ini pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia 

tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisi regresi linear 

berganda dan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, 

Kekayaan Daerah dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, 

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh PAD dan SILPA terhadap Belanja 

Modal, Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Kekayaan Daerah 

terhadap Belanja Modal. 

 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja 

Modal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang 

menyatakan Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat 

tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diberikan 

kebebasan dalam membangun daerahnya dengan tidak melanggar peraturan 

perundang-undang yang telah ditetapkan. Otonomi daerah merupakan sebuah 

sistem pemerintahan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentu dalam 

melaksanakan desentralisasi tersebut pemerintah daerah memerlukan dana yang 

besar.Menurut Sugiyanta (2016) pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat memalui penyediaan pelayanan publik 

secara merata di seluruh Indonesia. Upaya untuk peningkatan pelayanan publik 

pengalokasian anggaran harus di peruntukan bagi kepentingan publik yaitu seperti 

belanja modal. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 (2011), belanja 

modal (capital expenditure) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya 

adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau 

menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 
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Alokasi belanja modal dalam APBD didasarkan atas kebutuhan daerah akan 

sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah 

maupun untuk fasilitas publik (Abdullah dan Halim, 2006). Berkaitan dengan 

teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada 

hubungan kontrak perjanjian antara masyarakat (principal) dengan pemerintah 

(agent), dalam kontrak tersebut masyarakat berharap kepada pemerintah bisa 

mengelola keungan daerahnya dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Namun kenyataannya seringkali pemerintah tidak menjalankan 

kontrak tersebut dengan baik, pemerintah lebih mementingkan kepentingan 

kelompoknya sendiri yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat 

sehingga dalam hal ini timbul masalah keagenan. Dalam melaksanakan kontrak 

tersebut pemerintah lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri 

dengan alokasi belanja daerah selama ini lebih banyak digunakan belanja pegawai 

dan belanja rutin yang kurang produktif dan sisanya hanya sebagian kecil untuk 

belanja modal(Aprizay et al,2014). Merujuk pada data dari Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan mendukung pernyataan Aprizay dengan data 

membuktikan bahwa belanja pegawai dan belanja/jasa pada APBD tahun 2019 

tercatat masih mendominasi dengan porsi diantaranya belanja pegawai 34,85%, 

belanja barang/jasa 24,28% dari keseluruhan APBD, dan belanja modal tercatat 

hanya 19,19 % dari keseluruhan APBD.  

Faktor lain yang menyebabkan realisasi belanja modal cendrung lambat 

diantaranya adalah belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk 

pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar dan permasalahan lahan, 
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dapat dilihat pada salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Gorontalo juga 

mengalami penurunan belanja modaldisebabkan karna pembebasan lahan yang 

berlarut-larut (www.hulondalo.id). Kesimpulannya alokasi belanja modal didaerah 

belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena pengelolaan belanja modal 

belum diperioritaskan untuk kebutuhan dan kesejahteraan publik. Pemerintah 

daerah disini diharapkan dapat mengalokasikan anggaran belanja modal sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan supaya tidak terjadi asimetri informasi 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun antara masyarakat 

dengan pemerintah. 

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu 

diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi belanja modal, diantaranya adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli diperoleh 

didaerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah Daerah dalam 

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan kepada 

pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 PAD adalah 

iuran pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan oleh masyarakat ke 

pemerintah daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 

lain-lain pendapatan asli daerah. 

Penerimaan yang diperoleh pemerintah digunakan untuk menunjang sarana 

dan prasarana publik serta infrastruktur yang baik. Penyediaan sarana dan 

prasarana serta peningkatan infrastruktur dibiayai dari belanja modal yang 

dikeluarkan pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

http://www.hulondalo.id/
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penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pemerintah harus 

mengeluarkan biaya yang besar dari belanja modal dan pemerintah daerah 

memerlukan dana yang banyak. Ini mengartikan bahwa PAD berpengaruh 

terhadap belanja modal. (permata, 2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh 

terhadap belanja modal dan begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan 

(Heliyanto 2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal. 

Menurut Tobu (2018) kekayaan daerah merupakan salah satu bentuk sumber 

penerimaan daerah yang digunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta mempengaruhi belanja modal pemerintah.Menurut Mustikarini 

dan Fitriasari 2012 untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat baik dalam meningkatkan pelayanan maupun meningkatkan sarana 

dan prasarana publik pemerintah daerah harus memanfaatkan Kekayaan Daerah 

dengan baik, karna untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat maka harus didukung dengan kekayaan yang dimiliki pemerintah 

daerah tersebut. Dari review artikel yang dilakukan oleh peneliti atau 

sepengetahuan peneliti penelitian terdahulu masih sedikit meneliti pengaruh 

kekayaan daerah terhadap belanja modal.Peneliti belum menemukan jurnal 

mengenai pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal. 

 Selain dari PAD dan kekayan daerah, sumber lain yang dapat dimanfaatkan 

oleh Pemda untuk membiayai kegiatannya yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh 
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dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu 

periode. 

SILPA yang besar menunjukkan bahwa pemerintah kurang optimal dalam 

melakukan kinerjanya, namun SILPA yang tersebut bisa dioptimalkan untuk 

belanja daerah pada tahun selanjutnya, dan dengan itu mengharapkan kinerja 

pemerintah semakin membaik. SILPA dapat digunakan untuk meningkatkan 

belanja modal, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 

tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu SILPA dapat 

digunakan untuk : 

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja. 

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. 

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

belum diselesaikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2014) menunjukkan bahwa  

SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal dan sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ardhini (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan Antara SILPA dengan belanja modal, hal ini memberikan 

informasi bahwa SILPA merupakan salah satu pendanaan belanja modal. 

Menurut Hasan (2012) alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu 

kegiatan pembangunan adalah Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan pertumbuhan 

ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor 

ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang diharapkan 
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oleh suatu daerah, untuk pencapaian tujuan tersebut diharapkan kepada 

pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya yang telah diberikan 

kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola keuangan pemerintah daerah 

masing-masing. Pertumbuhan ekonomi dalam  penelitian ini dijadikan sebagai 

variabel pemoderasi untuk memperkuat maupun memperlemah hubungan antara 

PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah, Kekayaan Daerah, SILPA dan Belanja Modal pada pemerintahan Provinsi 

di Indonesia selama lima tahun penelitian yang dilakukan ini tidak stabil. 

Dimana pendapatan asli daerah dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami 

peningkatan sebesar 0,94 persen sedangkan belanja modal dari tahun 2018 sampai 

2019 menagalami penurunan sebesar 1,02 persen. Menurut Ardhini (2011) 

menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah di suatu daerah, maka 

belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.Namun 

kenyataannya di pemerintahan daerah Provinsi Se-Indonesia berbeda justru 

belanja modal mengalami penurunan sedangkan pendapatan asli daerah 

mengalami peningkatan. 

Kekayaan daerah dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan 

sebesar 0,91 persen sedangkan belanja modal dari tahun 2015 ke tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar 1,01 persen. Menurut Tobu (2018) menyatakan 

bahwa kekayaan daerah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan menambah belanja modal suatu daerah.Namun kenyataannya di pemerintahan 
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daerah Provinsi Se-Indonesia berbeda justru belanja modal mengalami penurunan 

sedangkan kekayaan daerah mengalami peningkatan. 

Disisi lain sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di pemerintahan daerah 

Provinsi Se-Indonesia dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan 

sebesar 0,86 persen sedangkan belanja modal dari tahun 2015 ke tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar 1,01 persen. Menurut Tanjung (2009) bahwa 

kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah 

tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya 

kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa 

kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada 

tahun berjalan menjadi tertunda.Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Ida Metayani dan Rusmanto (2013) dimana semakin besar Sisa 

Lebih Pembiayaan Anggaran maka semakin besar pula Belanja Modal.  

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yaitu  penelitian yang dilakukan 

Sugiarti (2014) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap 

belanja modal. Bertolak belakang pada penelitian yang dilakukan oleh Paujiah 

(2012) menunjukkan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Windra (2013) menyimpulkan 

bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. 

Selanjutnya penelitian Supadmi (2014) menyimpulkan bahwa PAD,DAU 

dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, variabel 
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moderasi mampu memoderasi PAD dan DAU namun tidak mampu meoderasi 

Variabel SILPA pada belanja modal. Penelitian Dwirandra (2014) menyimpulkan 

bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Belanja 

modal tetapi dengan arah yang berlawanan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Supadmi dan Sugiarti 

(2014) yang berjudul pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada Belanja Modal 

dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Bali. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang 

berbeda yaitu variabel independen Kekayaan Daerah dan perbedaan sampel yang 

digunakan adalah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia serta perbedaan tahun yaitu 

periode 2015-2019. Pada penelitian yang dialakukan supadmi dan sugiarti tersebut 

menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh dan signifikan 

terhadap belanja modal. Artinya disaat PAD, DAU dan SILPA meningkat maka 

akan meningkatkan belanja modal. Kenyataannya PAD, Kekayaan Daerah, 

SILPA, dan Belanja Modal pada lima tahun penelitian tidak stabil seperti yang 

telah dijelaskan diatas. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

berbeda dengan kedaan pada saat ini membuat peneliti ingin mengetahui apa 

benar PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA mempengruhi Belanja Modal. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, serta perbedaan 

pendapat peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA Terhadap 
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Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi 

Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di rumuskan permasalahan 

yang akan dibahas peneliti sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal 

pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia? 

2. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah se-Indonesia? 

3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja 

Modal pada Pemerintah provinsi se-Indonesia? 

4. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD, Kekayaan Daerah, dan 

SILPA terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam berbagai permasalahan yang telah di jelaskan diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh 

antara PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal dan 

menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi antara PAD, 

Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap belanja Modal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini berguna bagi peneliti, pemerintah dan peneliti 

selanjutnya. 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, SILPA dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi se-Indonesia. 

2. Bagi Pemerintah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kepada 

Pemerintah Provinsi se-Indonesia dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dari penelitian ini diharapkan digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih 

lanjut, terutama untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa. 
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BAB II 

KAJIANTEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Teori Keagenan 

Teori Keagenan adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan keagenan 

merupakan suatu persetujuan (kontrak) di antara dua pihak (prinsipal dengan 

agen), dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil 

keputusan atas nama prinsipal (Yonita dikutip Erdhi ,2015). Yonita (2011) dikutip 

Erdhi (2015) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari gane 

Theory yang mempelajari suatu model kontraktual yang mana disaat kepentingan 

agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal akan mendorong agen untuk 

bertindak bagi prinsipal. 

Pihak agent  bertanggung jawab dalam memaksimakan keuntungan bagi 

principal, dan agent juga berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sendiri, kenyataanya wewenang yang diberikan principal kepada agent sering 

bermasalah karena tujuan principal berbenturan dengan tujuan agent. Menurut 

Jensen ada dua macam masalah agensi yaitu : 

1. Tindakan atau prilaku agent yang tidak sesuai dengan etika merupakan 

permasalahan antara agent dengan prinsipal yang disebut denganMoral 

Hazardyang mana agent  hanya mementingan diri sendiri atau tidak 

melaksanakan sesuai dengan kontrak. 
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2. Kondisi dimana principal tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui 

apakah tindakan agent bertindak untuk kepentingan principal atau hanya 

untuk kepentingan agent itu sendiri disebut dengan Adverse Selection. 

 Di dalam pemerintahan daerah asumsi teori keagenan terjadi antara dua 

atau lebih individu, kelompok, atau organisasi yang mana perjanjian antara 

principal dan agen bentuk perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik. 

Perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan supaya agen (Pemerintah) melakukan 

pekerjaan sesuai dengan harapan principal (masyarakat), dalam perjanjian tersebut 

terkadang pihak agent (pemerintah) bertindak hanya untuk kepentingan agent 

(pemerintah) itu sendiri, maka akan menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal (masyarakat) dengan agen (pemerintah). Masyarakat merupakan 

Pengontrol kegiatan pemerintah suapaya tujuan atas perjanjian yang dilakukan 

bisa terlaksana dengan baik.Masyarakat berharap pemerintah bisa 

mempertanggungjawabkan pengolalaan sumber daya yang dikelola dengan 

melakukan pelaporankeuangan setiap tahunnya. Dan pemerintah diminta untuk 

memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat tentang pengelolahan 

sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus bisa 

mengalokasikan dana-dana yang ada pada kegiatan penting yang lebih baik harus 

dilakukan Masyarakat menyerahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah 

daerah, dana yang berada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

merupakan amanah dari masyarakat dimana dana dialokasikan untuk kepentingan 
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publik. Berdasarkan teori agency yang digunakan pada penelitian ini pengelolaan 

pemerintah daerah harus diawasi tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan 

tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Belanja Modal 

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 mengenai SAP (Standar 

Akuntansi Pemerintah), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan 

untuk menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode, 

termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang fungsinya mempertahankan 

masa manfaat, meningkatkan kualitas aset. Belanja modal dipakai untuk 

memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu infrastruktur,peralatan, dan harta 

benda tetap lainnya. Aset tetap dari pemerintah daerah yang berasal dari belanja  

modal adalah salah satu cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

2.1 Pengertian APBD 

Menurut (Undang-Undang No 32, 2004) tentang “perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah“ Anggaran Pendapatan  Belanja 

Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah serta disetujui juga oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) mencakup anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan 

pembiayaan. 

Menurut Yuwono, dkk (2005) Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yaitu : 
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1. Kekayaan pemerintah daerah yang diperoleh dari hak pemerintah daerah 

yang nantinya akan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

2. Pembiayaan pemerintah daerah yang dibayarkan karna merupakan 

kewajiban pemerintah daerah yang nantinya akan diakui sebagai 

pengurangan nilai kekayaan bersih. 

3. Penerimaan yang diperlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali  pada anggaran tahun bersangkutan dan pada tahun 

anggaran berikutnya. 

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004pemerintah daerah mewujudkan 

hak dan kewajibannya didalam  rencana kerja pemerintah daerah yang mana 

dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dan 

dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, 

transparansi, akuntabel, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-

undangan. 

2.2 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah 

Penyusunan APBD menurut undang-undang No. 32/2004 pasal 182 diatur 

dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam 

penyusunan APBD ada beberapa Maksud dan tujuan sebagai berikut:  

1. Bertujuan untuk mewujudkan tuntunan penyelenggaraan pemerintah yang 

efisien, transparansi dan akuntabilitas. 

2. Bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepala daerah yang sesuai dengan 

undang-undang No. 32 tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah, yang 
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mana Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban akhir 

tahun kepada DPRD yang merupakan pertanggung jawaban atas 

pelaksanaan APBD. 

Menurut (Mardiasmo, 2002) ada empat tujuan dalam proses penyusunan 

anggaran yaitu : 

1. Membantu pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik 

serta membantu pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar bagian 

dalam lingkungan pemerintah; 

2. Membantu terciptanya efesiensi dan keadilan dalam menyediakan barang 

dan jasa publik dalam proses pemrioritas belanja; 

3. Membantu pemerintah dalam memenuhi prioritas belanja; 

4. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada 

DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

Dalam penyusunan anggaran daerah tahunan yang perlu diperhatikan agar 

visi, misi, tujuan dan sasaran tercapai yang sesuai dalam rencana anggaran daerah 

adalah mekanisme dan prosesnya supaya semua yang diinginkan tercapai, maka 

kita harus memperhatikan mekanisme dan proses yang baik.  

Menurut Walidi (2009)menganalisis perencanaan ekonomi suatu pemerintah 

yang terdiri dari perencanaan pendapatan dan pengeluaran dalam satu tahun 

anggaran yang telah ditetapkan merupakan tujuan untuma untuk proses 

penganggaran. Maka dari itu, proses penyusunan anggaran harus dapat menggali 

dan mengendalikan sumber-sumber yang dibutuhkan. Penyusunan rencana kerja 
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yang dilakukan seharusnya dapat memperhatikan lebih rinci uraian mengenai 

nama program, tujuan dan sasaran program output yang dihasilkan, sumber daya 

yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. 

2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan (Permendagri 

Nomor 13, 2013) tentang “pedoman pengelolaan keuangan daerah “ memiliki 

beberapa fungsi yaitu : 

1. Fungsi otorisasi berarti bahwa dalam menjalankan atau  melaksanakan 

rencana pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan pada saat tahun 

yang bersangkutan, anggaran daerah dijadikan pedoman atau dasar untuk 

menjalankan rencana tersebut. 

2. Fungsi perencanaan berarti bahwadalam merencanakan kegiatan pada 

tahun yang bersangkutan manajemen berpedoman  pada anggaran daerah 

yang telah ditetapkan. 

3. Fungsi pengawasan berarti bahwa dalam menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan pemeritah berpedoman pada anggaran daerah, 

4. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran daerah diarahkan pada penurunan 

angka pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perekonomian, 

5. Fungsi distribusi berarti bahwa anggaran  daerah harus diarahkan serta 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, 
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6. Fungsi stabilitas berarti bahwa untuk memelihara dan mengupayakan 

keseimbangan fundamental perekonomian daerah, anggaran daerah 

dijadikan pedoman untuk menciptakan keseimbangan fundamental 

tersebut. 

2.4 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 

 Dalam penyusunan APBD harus sesuai dengan prinsip-prinsip pokok 

anggaran sektor publik. Berdasarkan (Permendagri Nomor 33, 2019) prinsip 

dalam penyusunan APBD tahun anggaran  sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan  tertinggi; 

3. Berpedoman pada RKPD,KUA, dan PPAS; 

4. Tepat waktu, atau sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

5. Transparan, bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 

6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan  
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7. Tertib, yaitu taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.  

(PP Nomor 58 , 2005)menjelaskan bahwa bahwa anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan 

kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya untuk 

mencapai hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya dengan yang 

ditetapkan.  

2.5 Azas Umum dan Struktur APBD 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 

“Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” pasal (15) terdapat  Azas Umum  

APBD yaitu: 

1. Kebutuhan penyelenggaraan  pemerintah dan kemampuan pendapatan 

daerah digunakan sebagai pedoman disusunnya APBD. 

2. RKPD dijadikan pedoman untuk menyusun APBD dalam rangka 

menciptakan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan 

bernegara; 

3. FungsiAPBD terdiri dari fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi, dan stabilitasi; 



19 
 

 
 

4. Setiap tahun akan ditetapkannya APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan daerah. 

Menurut pasal (22) permendagri Nomor 13 tahun 2006 struktur APBD yaitu : 

1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 

a. Pendapatan daerah 

b. Belanja daerah; dan  

c. Pembiayaan daerah 

2. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan 

organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan 

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Belanja Modal 

Menurut (frelistiyani, 2004) Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah 

daerah yang membuat aset atau kekayaan daerah bertambah dan juga akan 

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang ada dalam 

kelompok belanja administrasi umum yang masa manfaatnya melebihi satu tahun 

anggaran. Menurut (Permendagri Nomor 13, 2006) belanja modal adalah 
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pembiayaan yang mana digunakan untuk pengeluaran seperti 

pembelian/pengadaan dan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan yang akan digunakan dalam 

kegiatan pemerintahan , seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainya. 

 Belanja modal merupakan komponen dari belanja langsung dalam 

penganggaran danhasil dari belanja modal tersebut berupa asset tetap. 

Pemanfaatan aset tetap diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat seperti 

peningkatan  pelayanan publik atau insfrasrtuktur seperti jalan, jembatan, trotoar, 

gedung olah raga, dan lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan ada 

juga tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh publik seperti gedung perkantoran. 

 Berdasarkan (PP No 24, 2005) tentang “Standar Akuntansi Pemerintah” 

mengenai belanja modal yaitu : 

1. Belanja Modal tanah yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertifikat tanah, dan pengeluaran lain yang bersifat administratif 

sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada 

pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah. 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya pengadaan alat-alat 

dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap 
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untuk digunakan. Biaya dalam belanja modal peralatan dan mesin ini 

termasuk biaya untuk penambahan penggantian, dan diperlukan. 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah jumlah biaya yang 

digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan 

peningkatan kapasitas peralatan serta seluruh biaya pendukung yang  

4. pembangunan gedung dan untuk besar biaya dalam belanja modal gedung 

dan bangunan pada dasarnya berpedoman pada keputusan Direktur Jendral 

Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan. 

5. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu belanja yang mana 

digunakan untuk penambahan, pergantian, peningkatan, pembangunan, 

serta pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi untuk kebutuhan 

masyarakat, atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk 

jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan 

telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan 

sarana fisik distribusi/instalasi. 

6. Belanja Modal Fisik lainnya adalah biaya yang digunakan untuk 

meningkatkan pembangunan melalui pengadaan/pembangunan belanja 

fisik lainnya yang tidak termasuk dalam perkiraan belanja modal tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan 

belanja modal non fisik seperti kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan 

atau pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang 
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purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan 

jurnal ilmiah. 

4. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli daerah diperoleh dari  pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pos  lain-lain PAD yang sah. 

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah” Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan 

daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah masing-masing yang mana  

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004  sumber-sumber pendapatan asli daerah 

yaitu : 

1. Pendapatan asli daerah yang sekarang disebut PAD yaitu 

a. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan oleh daerah yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk 

pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Hasil pajak 

daerah yang di pungut digunakan untuk pengeluaran umum yang mana 

hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak 

langsung diberikan. 

b. Retribusi Daerah merupakan pungutan sah daerah sebagai pembayaran 

pemakaian fasilitas milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Berbeda 
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dengan Pajak Daerah Retribusi Daerah langsung memperoleh imbalan 

walau harus memenuhi syarat formil dan material. 

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan 

daerah yang mana diperoleh dari keuntungan bersih perusahaan daerah 

yang berupa dana pembangunan daerah dan juga untuk anggaran belanja 

daerah yang disetorkan kekas daerah. 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan 

yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, 

pendapatan dinas-dinas. 

2. Dana Perimbangan merupakan dana yang mana diperoleh dari penerimaan 

pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan 

sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Yang mana dana perimbangan terdiri dari beberapa bagian yaitu dana bagi 

hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber 

lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

5. Kekayaan Daerah 

Kekayaan Daerah adalah harta atau sumber daya yang dimiliki oleh  

pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.Kekayaan yang besar dimiliki oleh Pemerintah daerah 
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menggambarkan bahwa pelayanan publik yang lebih baik, kekayaan dapat dilihat 

dari total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki 

oleh suatu daerah (Misra, 2019) 

Menurut PSAP aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan 

dikuasai oleh pemerintah atas akibat dari kejadian masa lalu dan diharapkan 

pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dimasa depan. 

Total aset yang dimiliki pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan 

kemudahan operasional dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

6. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 

Menurut (PP 71, 2010) lampiran I.02 PSAP 02 penyajian laporan keuangan 

menjelaskan bahwa SILPA adalah sisa lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan 

belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD 

selama satu tahun periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 

sebelumnya adalah penerimaan pembiayaan daerah yang digunakan untuk 

menutupi defisit anggaran di saat realisasi pendapatan lebih kecil daripada 

realisasi belanja (Yana, 2018) 

Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung pada tingkat 

belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika 

pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus maka kemungkinan akan 

diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Dan sebaliknya jika belanja lebih besar dari 

pendapatan maka terjadi defisit maka kemungkinan akan diperoleh Sisa Kurang 

Pembiayaan Anggaran (SIKPA). 
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7. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional 

bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian bisa  dikatakan tumbuh atau 

berkembang yang mana bila terjadi pertumbuhan output riil. Kuznets menjelaskan 

bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana suatu negara memiliki 

kemampuan untuk melakukan peningkatan dalam menyediakan berbagai jenis 

barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada pendukungnya. 

Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting dalam suatu negara karena 

dapat melihat apakah negara tersebut telah berhasil memajukan berbagai aspek 

kehidupan atau tidak. Istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk 

menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi 

dalam jangka panjang suatu negara (Jaeni, 2016).  

Menurut Kuncoro (2004) pertumbuhan produk domestik bruto dapat 

mengukur pertumbuhan suatu negara, akan tetapi pengukuran dengan indikator 

tersebut terkadang kurang tepat hal ini dikarenakan pengukuran yang dilakukan 

dengan PDRB/PDB tersebut tidak mencerminkan makna pertumbuhan ekonomi 

yang sebenarnya, maka dari itu ada indikator lain yang dapat digunakan seperti 

pendapatan perkapita. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya Aditya & Dirgantari (2017) 

melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 

2013-2015. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa PAD dan DAK berpengaruh 



26 
 

 
 

positif signifikan terhadap belanja modal, DAU dan SILPA tidak berpengaruh 

Positif Terhadap Belanja Modal Melihat adanya fenomena yang berbeda dari 

pengaruh DAU dan  SILPA yang secara langsung tidak berpengaruh positif  

terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan 

proporsi DAU yang dialokasikan ke anggaran belanja modal. 

Ika Suryatiningrum dkk (2020) penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, 

DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. Variabel moderasi 

(Pendapaan Perkapita) mampu memoderasi variabel PAD, namun tidak mampu 

memoderasi variabel DAU dan DAK pada belanja modal. 

(Dwirandra, 2014) meneliti di pemerintahan Kabupaten/Kota  di Provinsi 

bali. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah 

pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan. 

Sandra & Rita (2018) penelitian ini menghasilkan bahwa Secara simultan 

PAD,DAU, dan SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal Secara Parsial PAD, 

DAU, dan SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal  

(Regina Usman, 2019) penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah 

tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, 

sedangkan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan 
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pemerintah daerah. legislatif power  tidak memoderasi hubungan antara kekayaan 

daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa legislatif power  memperlemah hubungan antara belanja 

modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 

(Jaeni, 2016) penelitian ini dilakukan di wilayah administratif 

Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah yang menghasilkan bahwa PAD 

berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun DAK tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terbukti memoderasi pengaruh 

PAD terhadap belanja modal. 

Tabel 2. 1Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No

.  

Peneliti Tahu

n  

Variabel  Alat Uji Hasil 

1 Aditya & 

Dirgantari  

2017 Dependen: 

belanja modal 

Independen: 

PAD, DAU, 

DAK, dan 

SILPA 

Regresi 

linear 

berganda  

PAD dan DAK 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap belanja 

modal 

DAU dan 

SILPA tidak 

berpengaruh 

Positif Terhadap 

Belanja Modal 

2 Sugiarti 

dan 

Supadmi 

2014 Dependen: 

belanja modal 

Independen: 

PAD,DAU, 

Asumsi 

klasik 

PAD, DAU dan 

SiLPA 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
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dan SILPA 

Moderasi: 

pertumbuhan 

ekonomi 

terhadap belanja 

modal. 

Pertumbuhan 

ekonomi 

mampu 

memoderasi 

PAD dan DAU, 

tidak 

memederasi 

SiLPA pada 

belanja modal 

3 Jaya dan 

Dwirandr

a 

2014 Dependen: 

belanja modal 

Independen: 

PAD 

Moderasi: 

pertumbuhan 

ekonomi 

MRA 

(Moderate

d 

Regression 

Analysis) 

PAD 

berpenagruh 

positif terhadap 

belanja modal, 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

belanja modal, 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

mampu 

memoderasi 

PAD terhadap 

belanja modal 

4 Sandra  2018 Dependen: 

Belanja 

Modal 

Independen: 

PAD, DAU, 

SILPA 

Regresi 

Linier 

berganda 

Secara simultan 

PAD,DAU, dan 

SILPA 

berpengaruh 

terhadap 

Belanja Modal 

Secara Parsial 

PAD, DAU, dan 

SILPA 

berpengaruh 

terhadap 

Belanja Modal 

5 Usman 2019 Dependen: 

kinerja 

MRA 

(moderated 

Kekayaan 

daerah tidak 



29 
 

 
 

dan Misra  penyelenggar

a pemerintah 

Independen: 

kekayaan 

daerah dan 

belanja modal 

Moderasi: 

legislative 

power 

regression 

analysis) 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

penyelenggaraa

n pemerintah 

sedangkan 

belanja modal 

berpengaruh. 

Legislatif power 

tidak 

memoderasi 

antara kekayaan 

daerah  dengan 

kinerja 

penyelenggaraa

n pemerintah  

Legislatif power 

memperlemah 

hubungan antara  

belanja modal 

terhadap kinerja 

penyelenggaraa

n pemerintah 

6  Jaeni  2016 Dependen: 

belanja modal  

Independen: 

PAD dan 

DAK 

Moderasi: 

pertumbuhan 

ekonomi 

Regresi 

model 

quasi 

moderating 

PAD 

berpengaruh 

positif terhadap 

belanja modal 

DAK tidak 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal  

Pertumbuhan 

ekonomi 

terbukti 

memoderasi 

pengaruh PAD 

terahadap 

belanja modal 
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C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Prasetya, (2011) Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk 

menciptakan kemandirian setiappemerintahan daerah agar pemerintah daerah 

tidak tergantung pada pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan 

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar daerah. Dengan 

mencapai tujuan otonomi daerah meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 

publik berpotensi berkembang menjadi sumber penerimaan daerah. Semakin besar 

penerimaan daerah, maka pemerintah daerah memiliki potensi yang lebih baik 

untuk pengalokasian belanja modal, sehingga pemerintah daerah tidak tergantung 

pada kontribusi transfer pemerintah pusat. 

Daerah harus siap dalam hal mengelola sumber daya, mengingat kewenangan 

pemerintah daerah  yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal mengatur 

pemerintahan daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut pemerintah 

pusat adalah pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala 

bentuk yang diterima dan pembiayaan tanpa tergantung pada pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah sering kali dihadapkan dengan masalah tingginya 

kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) sementara kapasitas fiskal daerah tidak 

mencukupi. Hal ini menyebabkan  kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah memaksa pemerintah pusat untuk 

memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada daerah, salah satunya 
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Dana Alokasi Umum. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dengan 

konsekuensi daerah harus bisa menggunakan atau mengelola dana perimbangan 

secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayan publik. Peningkatan 

pelayanan publik yang dilakukan yaitu dengan mengalokasikan belanja pada 

investasi modal. Semakin tinggi investasi modal yang kita lakukan maka 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya 

mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang 

tercermin dari adanya peningkatan PAD, Mardiasmo (dikutip oleh frelistiyani 

2010). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan dasar teori yang mendukung 

maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah: 
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Gambar2. 1Kerangka Pemikiran 

variabel independen                 variabel dependen 

 

  

 

 

 

 

                                             Variabel Moderasi 

 

Dari kerangka konseptual di atas, dapat diuraikan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah, kekayaan Daerah, dan SILPA diperkirakan mempengaruhi Belanja 

Modal. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi diperkirakan 

memoderasi PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal. 

Berkaitan dengan penjelasan di atas dapat diprediksi bahwa semakin 

tinggi/rendah PAD, Kekayaan Daerah, SILPA maka semakin tinggi/rendah pula 

belanja modal. Tinggi rendahnya belanja modal sebagai variabel dependen  

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA sebagai 

variabel independen. 

Belanja Modal 

(Y) 

Pendapatan Asli 
Daerah(X1) 

Sisa Lebih 
Pembiayaan 

Anggaran(X3) 

Kekayaan 
daerah(X2) 

Pertumbuhan Ekonomi  

(Z) 
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Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memoderasi 

(memperkuat atau memperlemah) Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, dan 

SILPA terhadap Belanja Modal. 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 

Penelitian Jaeni (2016) menemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

kuat antara PAD dengan belanja modal, hasil penelitian yang serupa oleh 

Dwirandra dan jaya (2014) yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap belanja 

modal. Maka ini dapat diartikan bahwa besarnya PAD maka pengeluaran atas 

belanja modal akan semakin tinggi. 

Pendapatan Asli Daerah yang biasanya menjadi sumber utama dari 

penerimaan pemerintah. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan daerah menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan 

penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah, maka dari itu dapat 

diartikan bahwa jika pemerintah daerah ingin mengalokasikan atau menggunakan 

belanja modalnya, pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan daerah 

dengan memerhatikan atau mempertimbangkan PAD yang diterima.Menurut 

Ardhini (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah di suatu 

daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin 

meningkat. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya belanja modal pemerintah 

daerah tergantung pada besar kecilnya PAD suatu daerah, sehingga disaat 

pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan upaya meningkatkan belanja modal maka dari 

itu pemerintah daerah berusaha keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal 

2. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal 

Kekayaan adalah sumber daya yang berfungsi untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dimili oleh pemerintah. 

Menurut mustikarini dan fitriasari (2012) pemerintah yang memiliki kekayaan 

lebih besar dapat mendukung tugas pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

 Kekayaan dapat dilihat dari total aset yang dapat menggambarkan 

besarnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Besar kecilnya total aset 

pada suatu pemerintah dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengambil 

keputusan penentuan belanja modalnya (Rusdan, 2016), maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kekayaan daerah memiliki hubungan yang positif terhadap 

belanja modal maka hal tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan 

pelayanan pemerintah harus bisa mengalokasikan belanja modalnya untuk 

menambah fasilitas atau aset untuk pelayanan kepada masyarakat, semakin baik 

belanja modal yang dimiliki oleh pemerintah maka pelayanan untuk masyarakat 
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semakin baik dengan fasilitas yang memadai. Berdasarkan uraian di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 

3. Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal 

Sumber pendanaan lainnya yang dialokasikan untuk belanja modal 

penyediaan berbagai fasilitas publik selain PAD adalah penerimaan daerah yang 

bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 

sebelumnya. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 SILPA merupakan sisa 

lebih dana yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran 

anggaran daerah selama satu periode. 

Ida Metayani dan Rusmanto (2013) menyatakan bahwa jika semakin besar 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka semakin besar pula Belanja 

Modal.Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sugiarti dan 

Supadmi (2014) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja 

modal.Dan penelitian Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa SILPA 

berpengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa SILPA adalah salah satu sumber pendapatan atau pendanaan 

belanja modal, karna sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut akan dialokasikan 

ke dalam belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung pada tingkat 

belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika 
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pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus maka kemungkinan akan 

diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Dan sebaliknya jika belanja lebih besar dari 

pendapatan maka terjadi defisit maka kemungkinan akan diperoleh Sisa Kurang 

Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3:  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif 

terhadap belanja modal 

4. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap 

Belanja Modal 

Menurut Erdi & Rachmawati (2015) pembangunan yang dilakukan, 

Pemerintah daerah berperan penting dalam pembangunan tersebut, yang mana 

pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor sumber daya alam, tenaga 

kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, pengeluaran pemerintah dan 

dukungan pembangunan. pertumbuhan ekonomi sering dijadikan istilah untuk 

menyatakan bahwa perekonomian suatu daerah berkembang, sejahtera, dan maju 

dalam jangka waktu panjang (Jaeni, 2016).  

Erdi & Rachmawati (2015) menjelaskan bahwa Kewenangan pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat 

mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah, 

semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka pelayanan publik 

akan meningkat dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk 

meningkatkan pelayan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan 
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investasi yang derealisasi melalui belanja modal (Ardhini 2011 dikutip Erdi 

,2015). Menurut Dwirandra (2014) peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga 

PAD semakin meningkat, PAD yang tinggi akan digunakan oleh pemerintah 

daerah untuk memberikan pelayan publik sehingga akan meningkatkan belanja 

modal. 

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel 

moderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh 

pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Erdhi (2015) menyatakan bahwa 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi  berpengaruh pada peningkatan 

pendapatan perkapita sehingga berdampak pada konsumsi suatu penduduk 

meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2014) memperoleh hasil 

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan pertumbuhan ekonomi 

dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Berdasarkan paparan 

diatas, hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 

5. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kekayaan Daerah 

Terhadap Belanja Modal 

Menurut Misra (2019) Pelayanan publik yang baik diberikan oleh 

pemerintah merupakan dukungan dari kekayaan yang lebih besar dimiliki oleh 

pemerintah daerah, yang mana kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat dilihat 
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dari total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki 

oleh suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak pada 

peningkatan pelayanan publik yang meningkat, dalam peningkatan tersebut 

pemerintah mengalokasikan kekayaan daerah dengan baik. 

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel 

pemoderasi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan 

mempengaruhi kekayaan suatu daerah dan berdampak pada peningkatan belanja 

modal suatu daerah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik Hipotesis 

penelitian : 

H5 : Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Kekayaan Daerah berpengaruh 

positif terhadap Belanja Modal 

6. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh SILPA Terhadap 

Belanja Modal 

PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan 

bahwa SILPA merupakan selisih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 

serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu 

periode pelaporan. Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung 

pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan 

daerah. 

Menurut Permendagri No 13 Tahun  2006 menyatakan SILPA merupakan 

sisa dana yan diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran 
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daerah selama satu periode. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi sebagai 

variabel pemoderasi. Pertumbuhan Ekonomi diduga memperkuat pengaruh 

hubungan SILPA terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Sugiarti dan 

Supadmi (2014) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja 

modal. Berdasarkan uraian diatas maka ditarik Hipotesis sebagai berikut : 

H6 : Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi SILPA berpengaruh positif 

terhadap Belanja Modal 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019. 

2. Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019. 

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019. 

4. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi (memperkuat) pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia 

tahun 2015-2019. 

5. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh 

Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia 

tahun 2015-2019. 

6. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi (memperkuat) pengaruh Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Provinsi 

se-Indonesia tahun 2015-2019. 
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B. KETERBATASAN 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, dan Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SILPA) maka memberi peluang bagi peneliti 

selanjutnya untuk menggunakan variabel lain yang mempengaruhi 

belanja modal. 

2. Rentang waktu data yang digunakan peneliti hanya 5 tahun periode 

yaitu tahun 2015-2019. 

3. Penelitian ini menganalisis data hanya menggunakan Uji moderated 

Regression Analysis (MRA) untuk menguji  variabel independen dan 

interaksi variabel moderasi dengan variabel idependen. 

C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan peneliti menyarankan : 

1. Peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan vaiabel lain yang 

mempengaruhi belanja modal. 

2. Pemerintah Provinsi diharapkan dapat memperhatikan alokasi 

anggaran yang khususnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), supaya dapat mengupayakan alokasinya banyak ke belanja 

modal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya suapaya dapat menggunakan data tebaru serta 

menggunakan metode analisis yang lain untuk menguji hipotesisnya 


